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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
A.
Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana
1. 
Pengertian Tindak Pidana
Tindak pidana merupakan konsep dasar dalam hukum pidana yang digunakan untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Dalam sistem hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan serta memenuhi unsur-unsur tertentu yang ditentukan oleh hukum. Dengan demikian, tindak pidana tidak hanya berkaitan dengan perbuatan yang dianggap merugikan masyarakat, tetapi juga harus memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Istilah tindak pidana dalam literatur hukum pidana sering juga disebut dengan istilah delik. Istilah ini berasal dari bahasa Latin delictum yang berarti perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena melanggar hukum. Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, istilah delik sering digunakan untuk menerjemahkan kata strafbaar feit dalam hukum pidana Belanda. Oleh karena itu, dalam praktik akademik maupun praktik hukum, istilah tindak pidana dan delik sering digunakan secara bergantian untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana.

Menurut Pompe, tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang dan terhadap pelanggaran tersebut diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata tertib hukum dan melindungi kepentingan masyarakat. Definisi ini menekankan bahwa tindak pidana tidak hanya berkaitan dengan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga harus disertai dengan unsur kesalahan dari pelaku yang melakukan perbuatan tersebut.

Pendapat lain dikemukakan oleh Simons yang menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum dan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pengertian ini menunjukkan bahwa tidak setiap perbuatan yang melanggar hukum dapat langsung dipidana, melainkan harus memenuhi syarat bahwa pelaku memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Sementara itu, Moeljatno mengemukakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Menurutnya, larangan dalam hukum pidana ditujukan kepada perbuatan manusia, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana apabila terdapat larangan yang diatur dalam undang-undang dan disertai dengan ancaman pidana bagi pelanggarnya.

Selain itu, Sudarto berpendapat bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi pelanggarnya. Menurutnya, hukum pidana pada dasarnya bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang dianggap merugikan atau membahayakan ketertiban umum. Oleh karena itu, tindak pidana merupakan bentuk pelanggaran terhadap norma hukum yang telah ditetapkan oleh negara.

Adami Chazawi juga menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Dalam pengertian ini, tindak pidana tidak hanya dilihat dari segi perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, tetapi juga harus memperhatikan adanya unsur kesalahan serta hubungan antara perbuatan tersebut dengan akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian, tindak pidana memiliki unsur-unsur tertentu yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, konsep tindak pidana memiliki hubungan yang erat dengan asas legalitas. Asas ini menegaskan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana.

Selain itu, tindak pidana juga berkaitan dengan adanya unsur kesalahan dari pelaku. Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatan yang dilakukannya disertai dengan kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian. Prinsip ini dikenal dengan asas geen straf zonder schuld, yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Dengan demikian, keberadaan unsur kesalahan menjadi salah satu syarat penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak.

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya, serta dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Oleh karena itu, dalam menentukan apakah suatu perbuatan termasuk tindak pidana atau tidak, perlu dilakukan analisis terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

2. 
Unsur-Unsur Tindak Pidana
Unsur-unsur tindak pidana merupakan komponen penting yang digunakan untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana menurut hukum pidana. Dalam praktik hukum pidana, suatu perbuatan tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai tindak pidana tanpa terlebih dahulu dianalisis apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Oleh karena itu, unsur tindak pidana menjadi dasar penting dalam menentukan adanya kesalahan serta pertanggungjawaban pidana dari seseorang yang diduga melakukan suatu perbuatan melawan hukum.

Para ahli hukum pidana pada umumnya membagi unsur tindak pidana ke dalam dua kategori utama, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, sedangkan unsur subjektif berkaitan dengan keadaan batin atau sikap mental pelaku ketika melakukan perbuatan tersebut. Pembagian ini bertujuan untuk memudahkan analisis terhadap suatu peristiwa hukum agar dapat diketahui apakah perbuatan tersebut memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana atau tidak.

Unsur objektif dalam tindak pidana biasanya meliputi perbuatan manusia, akibat yang ditimbulkan, serta hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat tersebut. Unsur ini berkaitan dengan fakta-fakta yang dapat dibuktikan secara nyata melalui alat bukti dalam proses peradilan pidana. Dengan kata lain, unsur objektif berkaitan dengan peristiwa yang terjadi secara nyata di dunia luar dan dapat diamati secara empiris.

Sementara itu, unsur subjektif berkaitan dengan keadaan batin pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana. Unsur ini meliputi kesengajaan (dolus) maupun kelalaian (culpa). Keadaan batin tersebut menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat kesalahan pelaku serta bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadapnya. Tanpa adanya unsur kesalahan, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Selain itu, unsur tindak pidana juga berkaitan dengan adanya sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid). Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku. Namun demikian, dalam praktiknya terdapat keadaan tertentu yang dapat menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan, seperti adanya pembelaan terpaksa atau keadaan darurat.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana merupakan komponen penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Unsur-unsur tersebut meliputi unsur objektif dan unsur subjektif yang harus terpenuhi secara bersama-sama. Analisis terhadap unsur-unsur tindak pidana ini menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam menilai apakah suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

3. 
Jenis-Jenis Tindak Pidana
Jenis-jenis tindak pidana dalam hukum pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana. Pengklasifikasian tersebut bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap karakteristik suatu tindak pidana serta menentukan cara penanganannya dalam sistem peradilan pidana. Dalam praktiknya, klasifikasi tindak pidana juga membantu aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi unsur-unsur delik yang relevan dengan suatu peristiwa pidana.

Salah satu klasifikasi tindak pidana yang umum dikenal adalah pembagian antara kejahatan (misdrijven) dan pelanggaran (overtredingen). Pembagian ini berasal dari sistem hukum pidana Belanda yang kemudian diadopsi dalam sistem hukum pidana Indonesia melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kejahatan merupakan perbuatan yang dianggap sangat merugikan masyarakat sehingga diancam dengan pidana yang lebih berat, sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan yang dianggap kurang serius namun tetap melanggar ketentuan hukum.

Selain itu, tindak pidana juga dapat dibedakan berdasarkan bentuk kesalahan pelaku, yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dan tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian. Tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja menunjukkan adanya kehendak atau niat dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Sebaliknya, tindak pidana karena kelalaian terjadi ketika pelaku tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang merugikan pihak lain.

Klasifikasi lainnya adalah tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum merupakan perbuatan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum pidana umum yang berlaku bagi semua orang. Sementara itu, tindak pidana khusus merupakan perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP dan biasanya berkaitan dengan bidang tertentu seperti narkotika, korupsi, atau tindak pidana ekonomi.
 Pengaturan tindak pidana khusus biasanya memiliki ketentuan yang lebih spesifik karena berkaitan dengan kejahatan yang memiliki karakteristik tertentu.

Dalam konteks perkembangan hukum pidana modern, klasifikasi tindak pidana juga sering dikaitkan dengan tingkat bahaya dan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Beberapa tindak pidana dikategorikan sebagai kejahatan serius karena memiliki dampak yang luas terhadap keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu contoh tindak pidana yang termasuk dalam kategori tersebut adalah tindak pidana narkotika yang memiliki dampak sosial yang sangat besar serta dapat merusak generasi muda.

Berdasarkan berbagai klasifikasi tersebut dapat dipahami bahwa tindak pidana memiliki berbagai bentuk dan karakteristik yang berbeda-beda. Pengelompokan ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih sistematis mengenai hukum pidana serta membantu aparat penegak hukum dalam menentukan pendekatan yang tepat dalam menangani suatu perkara pidana.
B.
Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana
1. 
Pengertian dan Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana
Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dikenakan sanksi pidana atas perbuatannya. Konsep ini tidak hanya menilai adanya perbuatan yang dilarang, tetapi juga menilai adanya kesalahan pada diri pelaku. Dalam doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya perbuatan pidana dan kesalahan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tanpa adanya kesalahan, maka pidana tidak dapat dijatuhkan kepada seseorang. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar hukum pidana modern yang menekankan pentingnya unsur kesalahan. 

Perbuatan pidana (strafbaar feit) merupakan dasar awal dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur yang dirumuskan dalam undang-undang. Unsur tersebut mencakup unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif berkaitan dengan perbuatan dan akibat yang ditimbulkan, sedangkan unsur subjektif berkaitan dengan sikap batin pelaku. Pemenuhan kedua unsur tersebut menjadi dasar dalam menilai adanya pertanggungjawaban pidana. 

Kesalahan sebagai unsur utama pertanggungjawaban pidana terdiri dari kesengajaan (opzet) dan kelalaian (culpa). Kesengajaan menunjukkan adanya kehendak dan pengetahuan pelaku terhadap perbuatannya, sedangkan kelalaian menunjukkan kurangnya kehati-hatian yang seharusnya dimiliki. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas, bentuk kesalahan yang sering muncul adalah kelalaian. Kelalaian tersebut dinilai berdasarkan standar kehati-hatian yang seharusnya dilakukan oleh pengemudi. Dengan demikian, unsur kesalahan menjadi pusat analisis dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.

Kemampuan bertanggung jawab juga menjadi syarat dalam pertanggungjawaban pidana. Seseorang hanya dapat dipidana apabila memiliki kemampuan untuk memahami perbuatannya dan akibat yang ditimbulkan. Kemampuan ini berkaitan dengan kondisi psikologis pelaku pada saat melakukan perbuatan. Apabila seseorang tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka pidana tidak dapat dijatuhkan kepadanya. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak semata-mata menghukum, tetapi juga mempertimbangkan kondisi subjek hukum.

Hubungan antara perbuatan, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab membentuk konstruksi pertanggungjawaban pidana secara utuh. Ketiga unsur tersebut harus dianalisis secara sistematis untuk menentukan apakah seseorang layak dipidana. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas, analisis ini menjadi penting untuk menilai apakah pengemudi telah melakukan kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Tanpa pembuktian unsur-unsur tersebut, maka penjatuhan pidana tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana merupakan konsep yang bersifat normatif sekaligus aplikatif dalam praktik penegakan hukum.

Pertanggungjawaban pidana individual adalah bentuk pertanggungjawaban yang dibebankan kepada seseorang karena ia secara pribadi melakukan tindak pidana. Dalam pertanggungjawaban ini, seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan perbuatan pidana, memiliki kesalahan, mampu bertanggung jawab, dan tidak terdapat alasan penghapus pidana. Prinsip ini menunjukkan bahwa pidana tidak boleh dijatuhkan hanya karena akibat yang timbul, tetapi harus dilihat hubungan antara perbuatan, kesalahan, dan keadaan batin pelaku.

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesengajaan merupakan bentuk pertanggungjawaban yang timbul karena pelaku menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya. Dalam kesengajaan, pelaku sadar bahwa perbuatannya dilarang oleh hukum, tetapi tetap melakukan perbuatan tersebut. Bentuk ini sering dijumpai dalam tindak pidana seperti penganiayaan, pencurian, penipuan, pembunuhan, perjudian, dan peredaran narkotika, karena pelaku pada umumnya mengetahui tujuan dari tindakan yang dilakukannya.

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan kealpaan atau kelalaian terjadi apabila seseorang tidak memiliki kehendak untuk menimbulkan akibat tertentu, tetapi akibat itu terjadi karena kurang hati-hati, ceroboh, atau tidak memperhatikan kewajiban hukum. Dalam bentuk ini, pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban karena hukum menuntut setiap orang untuk bertindak hati-hati agar tidak merugikan orang lain. Contoh pertanggungjawaban karena kelalaian dapat dilihat dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat atau meninggal dunia.

Pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku utama adalah pertanggungjawaban yang dikenakan kepada orang yang secara langsung melakukan perbuatan pidana. Pelaku utama merupakan pihak yang memenuhi unsur utama dari tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Misalnya, dalam perkara pencurian, pelaku utama adalah orang yang secara langsung mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Pertanggungjawaban pidana dalam bentuk penyertaan terjadi apabila tindak pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang. Dalam penyertaan, seseorang dapat dipidana bukan hanya karena ia melakukan sendiri tindak pidana, tetapi juga karena menyuruh melakukan, turut serta melakukan, atau membujuk orang lain untuk melakukan tindak pidana. Bentuk pertanggungjawaban ini penting karena banyak tindak pidana dilakukan secara bersama-sama dengan pembagian peran tertentu.

Pertanggungjawaban pidana sebagai pembantu tindak pidana merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap orang yang memberikan bantuan sebelum atau pada saat tindak pidana dilakukan. Bantuan tersebut dapat berupa kesempatan, sarana, keterangan, atau tindakan lain yang mempermudah terjadinya tindak pidana. Meskipun pembantu tidak selalu melakukan perbuatan inti, ia tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila bantuannya memiliki hubungan dengan terlaksananya tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dikenakan kepada badan hukum atau organisasi apabila tindak pidana dilakukan untuk kepentingan atau atas nama korporasi. Dalam perkembangan hukum pidana modern, pelaku tindak pidana tidak hanya terbatas pada orang perorangan, tetapi juga dapat berupa korporasi. Bentuk pertanggungjawaban ini banyak ditemukan dalam perkara lingkungan hidup, tindak pidana ekonomi, korupsi, pencucian uang, dan kejahatan lain yang melibatkan struktur organisasi.

Pertanggungjawaban pidana pengganti atau vicarious liability adalah bentuk pertanggungjawaban ketika seseorang atau pihak tertentu dapat dimintai tanggung jawab atas perbuatan orang lain karena adanya hubungan tertentu, seperti hubungan kerja atau hubungan organisasi. Dalam doktrin hukum pidana, bentuk ini tidak selalu diterapkan secara umum karena hukum pidana pada dasarnya bertumpu pada kesalahan pribadi. Namun, dalam bidang-bidang tertentu, pertanggungjawaban semacam ini dapat digunakan untuk memastikan pihak yang memperoleh manfaat atau memiliki kendali tidak lepas dari tanggung jawab hukum.

Pertanggungjawaban pidana mutlak atau strict liability merupakan bentuk pertanggungjawaban yang tidak selalu mensyaratkan pembuktian kesalahan secara mendalam sebagaimana tindak pidana biasa. Dalam bentuk ini, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila perbuatan yang dilarang telah terbukti dilakukan, terutama dalam tindak pidana tertentu yang berkaitan dengan kepentingan umum. Namun, penerapan strict liability harus dibatasi dan ditentukan secara tegas oleh undang-undang agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum pidana.

2. 
Asas-Asas Pertanggungjawaban Pidana
Asas legalitas merupakan asas fundamental dalam hukum pidana yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Asas ini menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan undang-undang yang telah ada sebelumnya. Prinsip tersebut dikenal dengan adagium nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali. Asas legalitas menjamin kepastian hukum dan melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang. Ketentuan ini diatur secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld) merupakan asas yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat kesalahan pada dirinya. Kesalahan menjadi unsur moral dan yuridis yang melekat pada pelaku tindak pidana. Tanpa adanya kesalahan, pemidanaan akan bertentangan dengan prinsip keadilan. Asas ini menjadi landasan dalam menilai pertanggungjawaban pidana pada setiap perkara. Penerapan asas tersebut sangat relevan dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang umumnya berkaitan dengan kelalaian.

Asas kesalahan sebagai dasar pemidanaan berkaitan erat dengan pertimbangan subjektif terhadap pelaku. Hukum pidana tidak hanya melihat akibat yang ditimbulkan, tetapi juga menilai sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan. Penilaian terhadap kesalahan menjadi kunci dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, kesalahan biasanya berbentuk kelalaian dalam mengemudi. Analisis terhadap kelalaian tersebut harus dilakukan secara objektif dan proporsional.

Asas perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana juga menjadi bagian dari pertanggungjawaban pidana. Seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tetap memiliki hak untuk didampingi penasihat hukum dan memperoleh perlakuan yang adil. Prinsip ini merupakan manifestasi dari due process of law dalam sistem peradilan pidana. Penerapan asas tersebut terlihat dalam tahap penyidikan ketika tersangka diberikan hak untuk didampingi penasihat hukum. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan prosedural.

3. 
Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana
Teori pertanggungjawaban pidana berkembang seiring dengan perkembangan pemikiran hukum pidana modern. Teori tersebut berupaya menjelaskan dasar pembenaran negara dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana tidak hanya dipandang sebagai konsekuensi dari pelanggaran norma, tetapi juga sebagai refleksi dari kesalahan individu. Teori-teori ini membantu menjelaskan hubungan antara perbuatan, kesalahan, dan pemidanaan. Dengan demikian, teori pertanggungjawaban pidana memiliki fungsi konseptual dalam membangun konstruksi hukum pidana.

Teori kehendak (wilstheorie) menyatakan bahwa kesengajaan didasarkan pada adanya kehendak pelaku untuk mewujudkan suatu akibat tertentu. Teori ini menekankan aspek psikologis berupa niat dan kemauan dalam melakukan perbuatan pidana. Dalam praktik, teori ini lebih sering diterapkan pada tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Meskipun demikian, teori ini tetap relevan untuk membedakan antara kesengajaan dan kelalaian. Perbedaan tersebut penting dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana.

Teori pengetahuan (voorstellingstheorie) memandang kesengajaan sebagai kesadaran pelaku terhadap kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya. Teori ini tidak hanya melihat kehendak, tetapi juga pengetahuan pelaku mengenai konsekuensi perbuatannya. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas, teori ini dapat digunakan untuk menilai apakah pengemudi menyadari risiko yang mungkin timbul dari cara mengemudinya. Apabila pengemudi mengetahui adanya risiko namun tetap mengabaikannya, maka hal tersebut dapat memperkuat unsur kesalahan. Analisis ini membantu penyidik dalam membangun konstruksi pertanggungjawaban pidana.

Teori kausalitas menjadi bagian penting dalam menentukan hubungan antara perbuatan dan akibat. Hubungan sebab-akibat diperlukan untuk memastikan bahwa akibat yang timbul merupakan konsekuensi langsung dari perbuatan pelaku. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas, hubungan kausalitas harus dibuktikan melalui fakta di tempat kejadian perkara. Penyidik harus memastikan bahwa luka atau kematian korban merupakan akibat langsung dari tindakan pengemudi. Tanpa adanya hubungan kausalitas, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepada pelaku.

Teori objektif dan subjektif dalam pembuktian kesalahan juga mempengaruhi konstruksi pertanggungjawaban pidana. Pendekatan objektif menilai perbuatan berdasarkan standar umum kehati-hatian yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan subjektif menilai kondisi pribadi pelaku pada saat melakukan perbuatan. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas, kedua pendekatan ini digunakan secara bersamaan untuk menilai kelalaian pengemudi. Dengan demikian, teori-teori pertanggungjawaban pidana memberikan kerangka analitis dalam menilai kesalahan dan membangun konstruksi pertanggungjawaban pada tahap penyidikan.

C. 
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Penganiayaan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia tidak memberikan definisi eksplisit tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan (mishandeling). Pasal 351 KUHP hanya menyatakan bahwa "penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah" tanpa menjelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan penganiayaan itu sendiri.
 Kekosongan definisi legislatif ini kemudian diisi oleh doktrin dan yurisprudensi yang berkembang dalam praktik peradilan.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", penganiayaan adalah "dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka".
 Definisi ini menekankan pada tiga elemen penting, yaitu kesengajaan, perbuatan aktif, dan akibat berupa rasa sakit atau luka.

P.A.F. Lamintang dalam bukunya menjelaskan bahwa penganiayaan harus diartikan secara luas, tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik yang menimbulkan luka, tetapi juga termasuk perbuatan yang menyebabkan rasa sakit tanpa menimbulkan luka yang terlihat.
 Hal ini penting karena rasa sakit dapat terjadi tanpa adanya luka yang kasat mata, misalnya mencubit dengan kuat, menjambak rambut, atau memukul bagian tubuh yang lunak.

Andi Hamzah memberikan penjelasan yang lebih komprehensif dengan menyatakan bahwa penganiayaan mencakup setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyerang integritas fisik seseorang, baik yang menimbulkan luka maupun yang hanya menimbulkan rasa sakit.
 Dari berbagai definisi yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa penganiayaan memiliki karakteristik sebagai berikut: pertama, merupakan perbuatan aktif yang menyerang tubuh orang lain; kedua, dilakukan dengan sengaja; ketiga, mengakibatkan rasa sakit atau luka pada tubuh korban; dan keempat, tidak ada persetujuan dari korban terhadap perbuatan tersebut.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan
Berdasarkan ketentuan dalam KUHP, tindak pidana penganiayaan diklasifikasikan menjadi beberapa jenis dengan karakteristik dan ancaman pidana yang berbeda. Klasifikasi ini penting untuk memahami gradasi keseriusan tindak pidana penganiayaan dan implikasinya dalam penjatuhan sanksi pidana.

a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)
Penganiayaan biasa adalah bentuk penganiayaan yang paling sederhana dan menjadi lex generalis bagi jenis-jenis penganiayaan lainnya. Pasal 351 ayat (1) KUHP menyatakan: "Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."
 Pasal 351 ayat (2) KUHP mengatur: "Jika perbuatan mengakibatkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun."
 Pasal 351 ayat (3) KUHP menyatakan: "Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun."

Penganiayaan biasa merupakan bentuk dasar dari tindak pidana penganiayaan karena ketentuan ini menjadi rujukan utama sebelum suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai penganiayaan ringan, penganiayaan berat, atau penganiayaan berencana. Dalam praktiknya, penganiayaan biasa dapat terjadi apabila pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, luka, atau penderitaan pada tubuh korban. Oleh sebab itu, titik tekan penganiayaan biasa terletak pada adanya perbuatan menyerang tubuh atau kesehatan orang lain yang dilakukan dengan kesengajaan.

Dalam penganiayaan biasa, akibat yang ditimbulkan dapat berupa rasa sakit atau luka yang tidak selalu harus tergolong luka berat. Misalnya, korban mengalami memar, bengkak, luka ringan, atau rasa sakit akibat dipukul, ditendang, ditampar, atau didorong oleh pelaku. Selama perbuatan tersebut menimbulkan penderitaan fisik dan dilakukan dengan sengaja, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai penganiayaan biasa apabila tidak memenuhi unsur penganiayaan ringan atau penganiayaan berat.

Pasal 351 KUHP juga menunjukkan adanya tingkatan akibat dalam penganiayaan biasa. Apabila penganiayaan hanya menimbulkan rasa sakit atau luka biasa, maka ancaman pidananya mengikuti Pasal 351 ayat (1) KUHP. Namun, apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat, maka ancaman pidananya meningkat sebagaimana Pasal 351 ayat (2) KUHP. Bahkan, apabila mengakibatkan kematian, maka ancaman pidananya lebih berat sebagaimana Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Dalam proses pembuktian, penganiayaan biasa harus dibuktikan melalui adanya perbuatan pelaku, akibat pada korban, serta hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat tersebut. Keterangan korban dan saksi dapat digunakan untuk menjelaskan kronologi kejadian, sedangkan visum et repertum dapat memperkuat bukti mengenai luka atau kondisi fisik korban. Dengan demikian, pembuktian penganiayaan biasa tidak hanya bergantung pada pengakuan pelaku, tetapi harus didukung oleh alat bukti yang sah.

Dengan demikian, penganiayaan biasa merupakan bentuk penganiayaan yang bersifat umum dan menjadi dasar bagi penilaian terhadap bentuk penganiayaan lainnya. Dalam penerapannya, aparat penegak hukum harus menilai secara cermat perbuatan pelaku, akibat yang dialami korban, serta ada tidaknya keadaan yang memberatkan. Penilaian ini penting agar pasal yang diterapkan sesuai dengan fakta hukum dan tidak keliru membedakan antara penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, maupun penganiayaan berat.

b. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)
Pasal 352 KUHP menyatakan: "Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."
 Penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang akibatnya sangat minimal, tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.

Penganiayaan ringan merupakan bentuk penganiayaan yang akibatnya lebih rendah dibandingkan penganiayaan biasa. Perbuatan ini tetap merupakan tindak pidana karena menyerang tubuh atau kesehatan orang lain, tetapi akibat yang ditimbulkan tidak menyebabkan penyakit dan tidak menghalangi korban untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencahariannya. Oleh karena itu, penganiayaan ringan biasanya berkaitan dengan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit sesaat atau luka yang sangat minimal.

Dalam praktiknya, penganiayaan ringan dapat berupa tindakan menampar, mencubit, mendorong, atau memukul secara ringan yang tidak menimbulkan luka serius. Meskipun akibatnya tidak berat, perbuatan tersebut tetap dapat dipidana apabila dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan rasa sakit pada korban. Dengan demikian, ukuran penganiayaan ringan tidak hanya dilihat dari bentuk perbuatan, tetapi juga dari akibat yang ditimbulkan terhadap korban.

Ciri utama penganiayaan ringan adalah tidak adanya penyakit atau halangan bagi korban untuk menjalankan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. Apabila korban masih dapat beraktivitas secara normal dan tidak memerlukan perawatan serius, maka perbuatan tersebut dapat dinilai sebagai penganiayaan ringan. Namun, apabila korban mengalami luka yang menyebabkan tidak dapat bekerja atau menjalankan aktivitasnya, maka perbuatan tersebut tidak lagi tepat dikategorikan sebagai penganiayaan ringan.

Pasal 352 KUHP juga memberikan batasan bahwa penganiayaan ringan tidak berlaku apabila perbuatan tersebut termasuk dalam penganiayaan berencana atau penganiayaan terhadap pihak tertentu sebagaimana diatur dalam pasal lain. Artinya, meskipun akibat yang ditimbulkan terlihat ringan, apabila terdapat keadaan tertentu yang memberatkan, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan ketentuan lain. Oleh karena itu, penyidik harus memperhatikan konteks perbuatan, hubungan pelaku dan korban, serta cara perbuatan dilakukan.

Dengan demikian, penganiayaan ringan merupakan tindak pidana penganiayaan dengan akibat paling minimal. Meskipun demikian, perbuatan tersebut tetap memiliki akibat hukum karena hukum pidana melindungi tubuh dan kesehatan seseorang dari serangan yang melawan hukum. Dalam penerapannya, penganiayaan ringan harus dibuktikan secara hati-hati agar tidak terjadi kekeliruan antara perbuatan yang benar-benar menimbulkan akibat pidana dan perbuatan yang hanya berupa perselisihan biasa tanpa akibat hukum yang jelas.
c. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)
Pasal 354 KUHP menyatakan: "Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun."
 Yang dimaksud dengan luka berat menurut Pasal 90 KUHP meliputi jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, dan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Penganiayaan berat merupakan bentuk penganiayaan yang memiliki akibat lebih serius karena pelaku dengan sengaja melukai berat orang lain. Perbedaan utama antara penganiayaan biasa dan penganiayaan berat terletak pada niat dan akibat yang ditimbulkan. Dalam penganiayaan berat, pelaku tidak hanya melakukan kekerasan yang menimbulkan rasa sakit, tetapi perbuatannya diarahkan atau setidaknya disadari dapat menimbulkan luka berat pada korban.

Luka berat dalam hukum pidana memiliki pengertian khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP. Luka berat tidak hanya berarti luka yang terlihat parah secara fisik, tetapi juga mencakup keadaan seperti sakit yang tidak memberi harapan sembuh, tidak mampu menjalankan pekerjaan secara terus-menerus, kehilangan pancaindra, cacat berat, lumpuh, terganggunya daya pikir lebih dari empat minggu, serta gugur atau matinya kandungan perempuan. Dengan demikian, penilaian luka berat harus didasarkan pada akibat yang nyata dan dapat dibuktikan.

Dalam perkara penganiayaan berat, visum et repertum memiliki kedudukan penting karena dapat menjelaskan jenis luka, tingkat keparahan luka, dan akibat medis yang dialami korban. Keterangan medis diperlukan untuk memastikan apakah luka yang dialami korban benar-benar termasuk luka berat menurut ketentuan hukum. Oleh karena itu, penyidik dan hakim tidak cukup hanya menilai luka berdasarkan tampilan luar, tetapi harus memperhatikan hasil pemeriksaan dokter atau ahli medis.

Penganiayaan berat juga dapat menimbulkan ancaman pidana yang lebih tinggi dibandingkan penganiayaan biasa dan penganiayaan ringan. Hal ini disebabkan karena akibat yang ditimbulkan lebih serius terhadap tubuh, kesehatan, dan masa depan korban. Korban penganiayaan berat dapat mengalami kehilangan fungsi anggota tubuh, cacat permanen, trauma fisik, atau keterbatasan dalam menjalankan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, pemidanaan terhadap penganiayaan berat dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap korban.

Dengan demikian, penganiayaan berat merupakan tindak pidana yang harus dibuktikan melalui hubungan antara kesengajaan pelaku, perbuatan kekerasan, dan akibat berupa luka berat pada korban. Apabila luka berat timbul bukan karena kehendak atau kesadaran pelaku untuk menimbulkan akibat tersebut, maka penegak hukum perlu menilai secara cermat apakah perbuatan tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat atau sebagai penganiayaan berat. Perbedaan ini penting karena akan memengaruhi pasal yang diterapkan dan pertanggungjawaban pidana pelaku.
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan
Untuk dapat membuktikan terjadinya tindak pidana penganiayaan, harus dipenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal-pasal KUHP secara kumulatif.
 Unsur-unsur tersebut meliputi:

Pertama, unsur "barang siapa". Unsur ini menunjukkan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, yaitu orang perseorangan yang memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Kedua, unsur perbuatan aktif penganiayaan. Unsur perbuatan dalam tindak pidana penganiayaan harus berupa perbuatan aktif yang menyerang integritas fisik orang lain, seperti memukul, menendang, mencubit, menampar, menjambak, mendorong dengan keras, atau tindakan fisik lainnya yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka.

Ketiga, unsur akibat konstitutif. Akibat konstitutif dalam tindak pidana penganiayaan adalah timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh korban sebagai konsekuensi langsung dari perbuatan pelaku. Rasa sakit dalam konteks penganiayaan tidak harus disertai dengan luka yang terlihat; yang penting adalah korban merasakan sakit atau tidak nyaman pada tubuhnya akibat perbuatan pelaku.

Keempat, unsur kesengajaan (opzet). Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif yang paling penting dalam tindak pidana penganiayaan. Pelaku harus memiliki kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka pada tubuh korban.
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